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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan 

kepala desa serta implikasinya terhadap praktik demokrasi lokal. Kebijakan seleksi 

akademik diterapkan sebagai mekanisme tambahan untuk meningkatkan kualitas 

kepemimpinan desa ketika jumlah bakal calon melebihi ketentuan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan 

berlandaskan pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang 

menekankan variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, 

struktur birokrasi, serta lingkungan sosial-politik. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Kabupaten Indramayu, 

kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi seleksi akademik telah 

berjalan sesuai regulasi, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif. 

Tantangan utama kebijakan terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan, 

ketimpangan latar belakang pendidikan calon, serta penerapan seleksi akademik 

yang bersifat kondisional, yang memunculkan persepsi ketidakadilan dan 

menurunkan penerimaan demokratis masyarakat desa. Kebaruan penelitian ini 

terletak pada penempatan seleksi akademik sebagai dilema antara rasionalitas 

kebijakan dan demokrasi lokal, serta penegasan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan di tingkat desa perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan prosedural, 

tetapi juga dari tingkat penerimaan demokratis masyarakat. 

 

Kata Kunci: Seleksi Akademik; Pemilihan Kepala Desa; Implementasi 

Kebijakan; Demokrasi Lokal; Pemerintahan Desa 

 

ABSTRACT 

This study examines the implementation of the academic selection policy in village 

head elections and its implications for local democratic practices. The academic 

selection policy is implemented as an additional mechanism to improve the quality 

of village leadership, particularly when the number of prospective candidates 

exceeds the stipulated limit. This research employs a qualitative approach with a 

descriptive-analytical design and is grounded in the policy implementation model 
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of Van Meter and Van Horn, which emphasizes key variables including policy 

communication, resources, implementers’ disposition, bureaucratic structure, 

and the socio-political environment. Data were collected through in-depth 

interviews, observation, and document analysis in Indramayu Regency and were 

analyzed using an interactive data analysis model consisting of data reduction, 

data display, and conclusion drawing. The findings indicate that, procedurally, 

the implementation of academic selection has complied with existing regulations; 

however, substantively, it has not been fully effective. The main challenges of the 

policy lie in weak policy communication, disparities in candidates’ educational 

backgrounds, and the conditional application of academic selection, which has 

generated perceptions of injustice and reduced democratic acceptance among 

village communities. The novelty of this study lies in positioning academic 

selection as a dilemma between policy rationality and local democracy, 

emphasizing that the success of policy implementation at the village level should 

be assessed not only through procedural compliance but also through the degree 

of democratic acceptance within society. 

 

Keywords: Academic Selection; Village Head Election; Policy Implementation; 
Local Democracy; Village Governance 

 

PENDAHULUAN 

Pemilihan kepala desa merupakan 

salah satu bentuk praktik demokrasi 

lokal yang memiliki peran strategis 

dalam menentukan arah kepemimpinan 

dan tata kelola pemerintahan desa. 

Proses pemilihan ini tidak hanya 

dimaknai sebagai mekanisme politik 

elektoral, tetapi juga sebagai ruang 

partisipasi masyarakat dalam 

menentukan figur pemimpin yang 

dianggap mampu merepresentasikan 

kepentingan kolektif warga desa. Dalam 

konteks tersebut, kualitas 

kepemimpinan desa menjadi isu penting 

yang terus mendapat perhatian dalam 

kebijakan pemerintahan daerah. 

(Hasima, 2024; Kaka et al., 2023; 

Pasaribu, 2023). 

Seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas tata kelola pemerintahan 

desa, sejumlah pemerintah daerah 

menerapkan kebijakan seleksi 

akademik sebagai mekanisme tambahan 

dalam proses pemilihan kepala desa 

(Lutfi, 2024). Kebijakan ini dirancang 

untuk memastikan bahwa calon kepala 

desa memiliki kapasitas pengetahuan 

dan kemampuan dasar yang memadai 

dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan. Namun, penerapan 

seleksi akademik juga memunculkan 

perdebatan, terutama ketika kebijakan 

tersebut dipandang berpotensi 

membatasi hak politik warga desa dan 

memengaruhi prinsip kesetaraan dalam 

demokrasi lokal. 

Dalam praktiknya, kebijakan 

seleksi akademik tidak selalu diterapkan 

secara seragam di setiap desa, 

melainkan bergantung pada kondisi 

tertentu, seperti jumlah bakal calon 

yang melebihi ketentuan. Penerapan 

kebijakan yang bersifat kondisional ini 
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menimbulkan dinamika sosial dan 

politik yang berbeda di tingkat desa, 

khususnya terkait persepsi keadilan dan 

legitimasi proses pemilihan kepala desa. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

ketegangan antara tujuan rasional 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas 

kepemimpinan desa dan kebutuhan 

untuk menjaga nilai-nilai demokrasi 

lokal, yang menjadi fokus utama 

penelitian ini.(Haesevoets et al., 2023; 

Krick, 2022). 

Penelitian sebelumnya lebih 

banyak menyoroti pemilihan kepala 

desa dari aspek partisipasi politik, 

konflik sosial, dan legitimasi 

kepemimpinan desa (Bare’e, 2025; 

Nadeak & Mesra, 2025). Kajian yang 

secara spesifik membahas seleksi 

akademik sebagai instrumen kebijakan 

publik dan implikasinya terhadap 

demokrasi lokal masih relatif terbatas. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 

urgensi akademik dan praktis. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi kebijakan 

seleksi akademik dalam pemilihan 

kepala desa serta mengkaji tantangan 

kebijakan tersebut terhadap praktik 

demokrasi lokal. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Demokrasi lokal di tingkat desa 

merupakan ekspresi paling nyata dari 

kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan Indonesia (Antlöv, 2003; 

Daniel et al., 2023). Pemilihan Kepala 

Desa dilaksanakan secara langsung 

untuk menjamin partisipasi masyarakat 

dalam memilih pemimpin lokal yang 

akan menjalankan fungsi pemerintahan 

desa, pembangunan, dan pemberdayaan 

Masyarakat (Aidil, 2024; Lase, 2024). 

Pelaksanaan pemilihan kepala desa 

perlu memenuhi prinsip demokrasi 

seperti kebebasan memilih, 

keterbukaan, dan akuntabilitas 

(Broockman et al., 2021; Junus et al., 

2023). Namun, studi empiris 

menunjukkan bahwa praktik demokrasi 

di desa sering terhambat dinamika 

politik lokal seperti patronase, oligarki, 

atau fragmentasi sosial (contoh: 

dinamika politik lokal dalam Pilkades 

mencerminkan hegemoni kekuasaan 

sosial yang kuat di tingkat desa) 

(Ananda et al., 2025; Firmansyah & 

Ahmad, 2025; Padilah et al., 2025).  

Kebijakan tambahan seperti 

seleksi akademik diterapkan di 

beberapa daerah untuk menyaring calon 

kepala desa yang jumlahnya melebihi 

batas tertentu, dengan harapan 

meningkatkan kualitas pemimpin desa 

(misalnya melibatkan perguruan tinggi 

dalam seleksi untuk profesionalisme 

dan objektivitas). Penelitian Setiawan et 

al. (2022) menjelaskan bahwa proses 

seleksi tambahan ini diwajibkan untuk 

mencapai objektivitas dalam proses 

pemilihan kepala desa pengganti antar 

waktu dan sering memuat keterlibatan 

akademisi dalam proses seleksi 

(Setiawan et al., 2022). Temuan ini 

menunjukkan bahwa proses seleksi 

bukan hanya administratif tetapi 

memiliki dimensi politik dan substantif 

yang mempengaruhi legitimasi 
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demokratis Pilkades. Dari perspektif 

hak asasi manusia, kebijakan tambahan 

ini juga telah dianalisis, misalnya dalam 

konteks Bangkalan, di mana aturan 

seleksi tambahan dinilai berpotensi 

membatasi hak untuk dipilih dan 

diskriminatif jika tidak dirancang 

dengan prinsip kesetaraan.  

Implementasi seleksi akademik 

berpotensi membatasi prinsip 

demokrasi lokal. Seleksi berbasis 

kriteria akademik dapat memberikan 

keuntungan bagi calon dengan latar 

belakang pendidikan formal tinggi, 

tetapi juga dapat menimbulkan 

ketidaksetaraan akses bagi calon yang 

memiliki modal sosial kuat tetapi tidak 

terlalu kuat secara akademik. Potensi 

ketidakadilan ini dapat menimbulkan 

konflik atau persepsi masyarakat bahwa 

proses Pilkades tidak inklusif. Temuan 

lain di konteks desa menunjukkan 

adanya dampak sosial-politik lain 

seperti patron-klien, jaringan sosial, dan 

faktor identitas dalam Pilkades yang 

dapat menguatkan atau melemahkan 

praktik demokrasi lokal, tergantung 

pada struktur sosial dan budaya di 

wilayah tersebut.  

Dalam kajian kebijakan publik, 

menerapkan seleksi akademik dalam 

Pilkades dapat dipandang sebagai 

bentuk implementasi kebijakan publik 

di level lokal. Teori implementasi 

kebijakan menegaskan bahwa 

keberhasilan atau kegagalan 

implementasi ditentukan oleh berbagai 

faktor seperti komunikasi kebijakan, 

sumber daya, dan lingkungan sosial-

politik (Van Meter & Van Horn, 1975). 

Temuan empiris menunjukkan bahwa 

komunikasi kebijakan yang kurang 

optimal dapat mereduksi legitimasi 

kebijakan sehingga masyarakat 

mempertanyakan proses demokrasi 

lokal itu sendiri. 

Walaupun terdapat literatur 

tentang pemilihan kepala desa secara 

umum dan demokrasi desa, kajian yang 

secara khusus menggabungkan analisis 

implementasi seleksi akademik dengan 

pendekatan kebijakan publik dan 

implikasinya terhadap nilai demokrasi 

local masih relatif terbatas. Sebagian 

besar studi sebelumnya lebih menyoroti 

dinamika politik lokal, partisipasi 

masyarakat, atau regulasi Pilkades 

secara normatif tanpa mengaitkan 

secara langsung kebijakan seleksi 

dengan dampaknya terhadap kualitas 

demokrasi lokal. 

Dalam kerangka implementasi 

kebijakan publik, penelitian ini 

menggunakan model Van Meter dan 

Van Horn yang menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh enam variabel utama, 

yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, 

(2) sumber daya, (3) komunikasi 

antarorganisasi dan aktivitas 

implementasi, (4) karakteristik agen 

pelaksana, (5) disposisi atau sikap 

pelaksana, serta (6) kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik lingkungan 

kebijakan (Ridho et al., 2025). 

Dalam konteks seleksi akademik 

pemilihan kepala desa, variabel 

komunikasi kebijakan dan lingkungan 
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sosial-politik menjadi faktor krusial 

karena berkaitan langsung dengan 

penerimaan masyarakat desa terhadap 

kebijakan. Ketidakseimbangan 

komunikasi dan sensitivitas konteks 

sosial berpotensi menyebabkan 

kebijakan yang secara administratif 

rasional menjadi problematis secara 

demokratis (Putradi et al., 2025; 

Simbolon & Ivanna, 2024). Oleh karena 

itu, model implementasi kebijakan ini 

relevan untuk menganalisis dilema 

antara efektivitas kebijakan dan 

legitimasi demokrasi lokal. 

 

METODE 

Penelitian ini dirancang 

menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan orientasi analisis deskriptif 

untuk memahami secara mendalam 

implementasi kebijakan seleksi 

akademik dalam pemilihan kepala desa 

serta implikasinya terhadap praktik 

demokrasi lokal. (Medica et al., 2020; 

Saldana, n.d.) Pendekatan kualitatif 

dipilih karena memungkinkan peneliti 

menelaah proses kebijakan, interaksi 

antaraktor, serta konteks sosial-politik 

yang memengaruhi pelaksanaan 

kebijakan di tingkat desa (Sari et al., 

2024) . Lokasi penelitian berada di 

Kabupaten Indramayu, wilayah yang 

secara empiris menerapkan kebijakan 

seleksi akademik sebagai mekanisme 

tambahan dalam proses pemilihan 

kepala desa. Fokus penelitian diarahkan 

pada dua aspek utama, yaitu mekanisme 

implementasi kebijakan seleksi 

akademik dan dinamika tantangan 

kebijakan tersebut terhadap prinsip 

demokrasi lokal dalam konteks 

pemerintahan desa. 

Informan penelitian berjumlah 

12 orang yang ditentukan secara 

purposive dengan mempertimbangkan 

tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan 

pengalaman terhadap kebijakan yang 

diteliti. Informan tersebut mencakup 

aparatur pemerintah daerah yang 

berperan dalam perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, panitia seleksi 

akademik tingkat kabupaten, panitia 

pemilihan kepala desa di tingkat desa, 

serta tokoh masyarakat yang memahami 

proses seleksi dan dinamika pemilihan 

kepala desa. Teknik purposive sampling 

digunakan untuk memastikan relevansi 

dan kedalaman data yang diperoleh. 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan studi 

dokumentasi. Wawancara bersifat semi-

terstruktur dengan tujuan menggali 

pandangan informan terkait tujuan 

kebijakan, mekanisme seleksi 

akademik, kendala implementasi, serta 

dampaknya terhadap legitimasi 

demokrasi lokal. Observasi dilakukan 

untuk menangkap dinamika empiris 

pelaksanaan seleksi akademik dan 

proses pemilihan kepala desa, 

sedangkan dokumentasi meliputi 

peraturan perundang-undangan, 

kebijakan daerah, serta dokumen resmi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan 

seleksi akademik. (Sumilih et al., 2025). 

Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan model analisis data 
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interaktif yang meliputi tahap 

pengorganisasian data, penajaman 

fokus melalui reduksi data, penyajian 

data secara sistematis, serta penarikan 

kesimpulan secara bertahap. Proses 

analisis dilakukan secara manual tanpa 

bantuan perangkat lunak analisis 

kualitatif, dengan teknik pengkodean 

tematik yang disusun berdasarkan 

variabel implementasi kebijakan. 

Validasi temuan dilakukan melalui 

perbandingan silang antara data hasil 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Keabsahan data dijaga melalui 

triangulasi sumber dan metode, serta 

proses verifikasi berkelanjutan selama 

tahap analisis. Meskipun demikian, 

penelitian ini memiliki keterbatasan 

pada cakupan wilayah yang hanya 

berfokus pada satu kabupaten, sehingga 

temuan penelitian belum dapat 

digeneralisasi secara luas. Selain itu, 

hasil penelitian sangat bergantung pada 

kedalaman data dan interpretasi peneliti 

terhadap konteks sosial-politik 

setempat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Implementasi Kebijakan Seleksi 

Akademik dalam Pemilihan 

Kepala Desa 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan seleksi akademik 

dalam pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Indramayu dilaksanakan 

sebagai mekanisme tambahan ketika 

jumlah bakal calon kepala desa melebihi 

batas yang ditetapkan. Secara normatif, 

kebijakan ini dirancang untuk menjamin 

kualitas calon kepala desa melalui 

penyaringan berbasis kemampuan 

akademik dan pengetahuan umum 

terkait pemerintahan desa (Kulonprogo, 

2022; Rasji & Gunardi, 2022). 

Pelaksanaan seleksi melibatkan 

perguruan tinggi sebagai pihak 

independen, yang dimaksudkan untuk 

menjaga objektivitas dan 

profesionalitas proses seleksi. 

Dari sisi prosedural, 

implementasi kebijakan seleksi 

akademik telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan regulasi daerah. Tahapan 

seleksi, pembentukan tim, hingga 

pelaksanaan ujian akademik dilakukan 

secara administratif dan terstruktur. 

Temuan ini menunjukkan bahwa secara 

formal kebijakan tidak mengalami 

hambatan berarti. Namun, penelitian ini 

menegaskan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan tidak dapat 

semata-mata diukur dari kepatuhan 

terhadap prosedur, melainkan juga dari 

dampaknya terhadap nilai-nilai 

demokrasi lokal. 

2. Dimensi Implementasi 

Kebijakan dan Temuan Empiris 

Analisis implementasi kebijakan 

menunjukkan bahwa komunikasi 

kebijakan menjadi aspek paling krusial 

dalam menentukan penerimaan publik. 

Sosialisasi seleksi akademik kepada 

masyarakat desa belum dilakukan 

secara merata dan komprehensif. 

Akibatnya, sebagian masyarakat 

memahami seleksi akademik hanya 

sebagai ujian administratif tanpa 
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penjelasan yang memadai mengenai 

tujuan substantif kebijakan tersebut. 

Kondisi ini memicu munculnya 

resistensi, kecurigaan, dan penolakan 

terselubung terhadap kebijakan. 

Dari sisi sumber daya, 

keterlibatan perguruan tinggi sebagai 

pelaksana seleksi merupakan kekuatan 

utama kebijakan ini. Ketersediaan 

sumber daya manusia yang kompeten 

secara akademik mampu menjamin 

objektivitas dan transparansi proses 

seleksi (Pamungkas et al., 2024). 

Namun, kapasitas panitia di tingkat desa 

yang tidak merata menyebabkan 

perbedaan kualitas implementasi antar 

wilayah (Muryali et al., 2025). Hal ini 

memperkuat temuan bahwa 

implementasi kebijakan di tingkat lokal 

sangat dipengaruhi oleh kesiapan aktor 

pelaksana. 

Disposisi pelaksana kebijakan 

pada umumnya menunjukkan 

komitmen untuk menjalankan kebijakan 

sesuai aturan. Akan tetapi, komitmen 

tersebut lebih bersifat administratif 

dibandingkan substantif. Pelaksana 

kebijakan cenderung fokus pada 

pemenuhan tahapan teknis seleksi, 

tanpa disertai upaya membangun 

pemahaman dan penerimaan sosial di 

tingkat masyarakat desa, seperti 

dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut: 

 

Tabel.1 Temuan Implementasi 

Kebijakan Seleksi Akademik 

 
Untuk memperjelas keterkaitan 

antara tujuan kebijakan, proses 

implementasi seleksi akademik, serta 

dampaknya terhadap praktik demokrasi 

lokal, penelitian ini menyajikan 

visualisasi alur implementasi kebijakan 

seleksi akademik dalam pemilihan 

kepala desa. Visualisasi ini 

dimaksudkan sebagai sintesis analitis 

yang menggambarkan bagaimana 

kebijakan yang dirancang secara 

rasional dan teknokratis dapat 

menghasilkan konsekuensi substantif 

yang kompleks ketika 

diimplementasikan dalam konteks 

sosial-politik desa. Gambar berikut 

menunjukkan bahwa implementasi 

seleksi akademik tidak hanya 

menghasilkan output administratif, 

tetapi juga memunculkan implikasi 

terhadap penerimaan demokratis dan 

legitimasi kepemimpinan desa seperti 

dijelaskan dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar.1 Alur Implementasi Seleksi 

Akademik dan Dampaknya  

terhadap Demokrasi Lokal 
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Gambar 1 menunjukkan bahwa 

kebijakan seleksi akademik dalam 

pemilihan kepala desa berangkat dari 

regulasi daerah yang bertujuan 

meningkatkan kualitas kepemimpinan 

desa melalui mekanisme penyaringan 

calon. Pada tahap tujuan kebijakan, 

seleksi akademik dirancang sebagai 

instrumen rasional untuk menjamin 

objektivitas, profesionalisme, dan 

kompetensi calon kepala desa. 

Namun, pada tahap 

implementasi, penelitian ini 

menemukan bahwa proses pelaksanaan 

kebijakan menghadapi berbagai 

tantangan, khususnya pada aspek 

komunikasi kebijakan dan kesiapan 

aktor pelaksana. Sosialisasi kebijakan 

yang terbatas menyebabkan 

pemahaman masyarakat desa terhadap 

tujuan seleksi akademik tidak terbentuk 

secara utuh. Di sisi lain, keterlibatan 

perguruan tinggi sebagai pelaksana 

seleksi mampu memperkuat aspek 

objektivitas, tetapi belum sepenuhnya 

menjawab persoalan penerimaan sosial. 

Faktor-faktor implementasi 

kebijakan—sebagaimana dikemukakan 

dalam teori implementasi kebijakan—

berinteraksi secara dinamis dengan 

lingkungan sosial-politik desa. Interaksi 

ini menghasilkan output kebijakan 

berupa tersaringnya bakal calon kepala 

desa, namun sekaligus memunculkan 

dampak substantif berupa persepsi 

ketidakadilan, resistensi masyarakat, 

dan penurunan penerimaan demokratis. 

Flowchart ini menegaskan 

kebaruan penelitian bahwa seleksi 

akademik menciptakan dilema 

kebijakan, yakni efektivitas 

administratif yang tidak selalu sejalan 

dengan nilai-nilai demokrasi lokal. 

Dengan demikian, keberhasilan 

implementasi kebijakan pemilihan 

kepala desa tidak dapat diukur semata-

mata dari kepatuhan prosedural, tetapi 

harus mempertimbangkan legitimasi 

dan penerimaan demokratis masyarakat 

desa. 

3. Seleksi Akademik dan 

Tantangan Demokrasi Lokal 

Temuan paling signifikan dalam 

penelitian ini adalah munculnya dilema 

antara rasionalitas kebijakan dan nilai 

demokrasi lokal. Temuan empiris 

penelitian ini menunjukkan bahwa 
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tantangan demokrasi lokal tidak hanya 

bersifat normatif, tetapi juga muncul 

dari pola implementasi kebijakan 

seleksi akademik di tingkat desa. 

Temuan mengenai penerapan 

seleksi akademik yang bersifat 

kondisional menunjukkan bahwa 

kebijakan ini tidak diterapkan secara 

seragam di seluruh desa, melainkan 

hanya pada desa dengan jumlah bakal 

calon tertentu. Sebagai contoh, pada 

desa dengan jumlah bakal calon lebih 

dari lima orang, seleksi akademik 

diterapkan secara ketat, sementara pada 

desa dengan jumlah calon di bawah 

batas tersebut seleksi akademik tidak 

diberlakukan. Pola implementasi ini 

memunculkan persepsi ketidakadilan di 

masyarakat, karena calon dengan latar 

belakang sosial kuat di desa tertentu 

harus mengikuti seleksi akademik, 

sedangkan di desa lain tidak. 

Temuan ini sejalan dengan 

kajian implementasi kebijakan yang 

menekankan bahwa ketidakkonsistenan 

penerapan kebijakan dapat melemahkan 

legitimasi kebijakan publik dan 

menurunkan kepercayaan masyarakat 

terhadap proses demokrasi lokal (Dewi 

et al., 2023; Indarti & Riono, 2023; 

Ummah et al., 2023). 

Seleksi akademik dipersepsikan 

oleh sebagian masyarakat sebagai 

mekanisme yang membatasi hak politik 

warga desa untuk dipilih (Hamzah et al., 

2025). Persepsi ini terutama muncul 

pada calon kepala desa yang memiliki 

pengalaman sosial dan legitimasi lokal 

yang kuat, namun kurang unggul secara 

akademik. 

Penelitian ini mengungkap 

bahwa seleksi akademik diterapkan 

secara kondisional, yakni hanya pada 

desa dengan jumlah bakal calon 

tertentu. Pola implementasi yang tidak 

seragam ini melahirkan persepsi 

ketidakadilan, karena kebijakan yang 

sama menghasilkan perlakuan berbeda 

antar desa. Dalam konteks demokrasi 

lokal, ketidakseragaman tersebut tidak 

hanya berdampak pada proses seleksi, 

tetapi juga memengaruhi legitimasi 

hasil pemilihan kepala desa. 

Dengan demikian, penelitian ini 

menegaskan bahwa seleksi akademik 

bukan sekadar instrumen administratif, 

melainkan kebijakan yang memiliki 

implikasi langsung terhadap prinsip 

kesetaraan, partisipasi, dan legitimasi 

demokrasi desa. Inilah titik kritis yang 

sering luput dari kajian-kajian 

sebelumnya (Ramadhani & 

Purnamawati, 2025). 

Jika dianalisis menggunakan 

kerangka implementasi kebijakan Van 

Meter dan Van Horn, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor komunikasi 

kebijakan dan lingkungan sosial-politik 

menjadi penentu utama keberhasilan 

implementasi seleksi akademik 

(Febriana et al., 2025; Masnun & 

Sepiyah, 2024). Meskipun sumber daya 

dan struktur birokrasi relatif memadai, 

lemahnya komunikasi kebijakan 

menyebabkan rendahnya penerimaan 

sosial (Fauziyah & Arif, 2021). 
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Kebaruan teoretis penelitian ini 

terletak pada penekanan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan di 

tingkat desa perlu diukur tidak hanya 

dari kepatuhan prosedural, tetapi juga 

dari tingkat penerimaan demokratis 

masyarakat. Implementasi kebijakan 

yang secara administratif berhasil, 

namun ditolak secara sosial, berpotensi 

melemahkan kualitas demokrasi lokal. 

Temuan ini memperluas 

perspektif teori implementasi kebijakan 

dengan memasukkan dimensi 

demokrasi lokal sebagai indikator 

penting keberhasilan kebijakan publik 

di level pemerintahan desa. Dengan kata 

lain, kebijakan yang rasional secara 

teknokratis belum tentu legitim secara 

demokratis. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi seleksi akademik 

dalam pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Indramayu telah berjalan 

sesuai regulasi, namun belum 

sepenuhnya selaras dengan nilai 

demokrasi lokal. Tantangan utama 

kebijakan terletak pada komunikasi, 

penerimaan sosial, dan desain 

implementasi yang belum inklusif. 

Kontribusi utama penelitian ini 

adalah penempatan seleksi akademik 

sebagai arena dilematik antara 

rasionalitas kebijakan dan demokrasi 

lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa 

peningkatan kualitas kepemimpinan 

desa melalui seleksi akademik harus 

diimbangi dengan strategi implementasi 

yang sensitif terhadap konteks sosial 

dan nilai demokrasi masyarakat desa. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan kebijakan seleksi 

akademik dalam pemilihan kepala desa 

merupakan upaya kebijakan yang 

diarahkan untuk meningkatkan 

kapasitas kepemimpinan desa secara 

administratif. Secara prosedural, 

kebijakan tersebut telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan regulasi yang 

berlaku, termasuk keterlibatan pihak 

independen dalam proses seleksi untuk 

menjaga objektivitas pelaksanaan 

kebijakan. 

Namun demikian, temuan 

penelitian mengindikasikan bahwa 

implementasi seleksi akademik belum 

sepenuhnya mampu memperkuat 

praktik demokrasi lokal. 

Lemahnya komunikasi kebijakan, 

perbedaan latar belakang pendidikan 

calon, serta penerapan seleksi yang 

bersifat kondisional memunculkan 

persepsi ketidakadilan di tingkat desa 

dan berdampak pada tingkat 

penerimaan masyarakat terhadap proses 

pemilihan kepala desa. Kondisi ini 

menegaskan bahwa keberhasilan 

kebijakan publik di tingkat desa perlu 

dinilai tidak hanya dari kepatuhan 

prosedural, tetapi juga dari legitimasi 

dan penerimaan demokratis masyarakat. 

Namun demikian, secara 

substantif kebijakan seleksi akademik 

belum sepenuhnya efektif dalam 

mendukung praktik demokrasi lokal. 

Tantangan utama implementasi 

kebijakan terletak pada lemahnya 
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komunikasi kebijakan kepada 

masyarakat desa, ketimpangan latar 

belakang pendidikan calon, serta 

penerapan seleksi akademik yang 

bersifat kondisional. Kondisi tersebut 

memunculkan persepsi ketidakadilan 

dan berdampak pada menurunnya 

penerimaan serta legitimasi demokratis 

terhadap proses pemilihan kepala desa. 

Temuan penelitian ini 

menegaskan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan publik di 

tingkat desa tidak dapat diukur semata-

mata dari kepatuhan prosedural, tetapi 

juga harus mempertimbangkan tingkat 

penerimaan demokratis masyarakat. 

Seleksi akademik, oleh karena itu, perlu 

dipahami sebagai kebijakan yang 

berada dalam dilema antara rasionalitas 

administratif dan nilai-nilai demokrasi 

lokal. 

1. Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan penelitian, 

terdapat beberapa implikasi kebijakan 

yang penting untuk diperhatikan oleh 

pemerintah daerah dan pemangku 

kepentingan terkait. 

Pertama, pemerintah daerah perlu 

memperkuat strategi komunikasi dan 

sosialisasi kebijakan seleksi akademik 

kepada masyarakat desa. Sosialisasi 

kebijakan tidak hanya berfokus pada 

aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga 

pada penjelasan tujuan substantif 

kebijakan agar masyarakat memahami 

seleksi akademik sebagai upaya 

peningkatan kualitas kepemimpinan 

desa, bukan sebagai pembatasan hak 

politik warga. 

Kedua, desain seleksi akademik 

perlu disempurnakan dengan 

pendekatan yang lebih inklusif dan 

kontekstual. Penilaian terhadap calon 

kepala desa sebaiknya tidak hanya 

menitikberatkan pada kemampuan 

akademik, tetapi juga 

mempertimbangkan pengalaman 

kepemimpinan lokal, keterlibatan 

sosial, dan legitimasi komunitas. 

Pendekatan ini penting untuk menjaga 

keseimbangan antara rasionalitas 

kebijakan dan nilai demokrasi lokal. 

Ketiga, penerapan seleksi 

akademik yang bersifat kondisional 

perlu dievaluasi secara kritis. 

Pemerintah daerah perlu memastikan 

keseragaman prinsip keadilan dan 

kesetaraan dalam pelaksanaan 

kebijakan antar desa agar tidak 

menimbulkan persepsi perlakuan yang 

berbeda terhadap calon kepala desa di 

wilayah yang berbeda. 

Keempat, evaluasi implementasi 

kebijakan publik di tingkat desa 

disarankan untuk memasukkan dimensi 

penerimaan demokratis sebagai 

indikator keberhasilan kebijakan. 

Dengan demikian, kebijakan publik 

tidak hanya efektif secara administratif, 

tetapi juga memiliki legitimasi sosial 

dan demokratis. 

2. Rekomendasi Penelitian 

Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mengkaji dampak 

jangka panjang kebijakan seleksi 

akademik terhadap kinerja kepala desa 

dan kualitas tata kelola pemerintahan 
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desa setelah terpilih. Kajian 

longitudinal akan memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai efektivitas seleksi akademik 

dalam meningkatkan kapasitas 

kepemimpinan desa. 

Selain itu, penelitian komparatif 

antar daerah dengan model seleksi calon 

kepala desa yang berbeda dapat 

dilakukan untuk memperluas 

generalisasi temuan dan 

mengidentifikasi praktik terbaik (best 

practices) dalam menyeimbangkan 

rasionalitas kebijakan dan demokrasi 

lokal. Pendekatan kuantitatif atau 

metode campuran (mixed methods) juga 

dapat digunakan untuk melengkapi 

temuan kualitatif, khususnya dalam 

mengukur persepsi masyarakat terhadap 

legitimasi dan keadilan kebijakan 

seleksi akademik. 
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